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Pcmbaca yang budiman,
Keterlibatan rakyat dalam proses pemih'han pernimpinnya tentu saia sclalu
disertai halapanmakin membaiknya kehidupan. Adanya hampan imlah yang
membuat rakyat banyak bisa bermhau Bila 5 tab un sebelumnya belum begin:
membaik, siapa tahu 5 tahun ke depan keadazmnya bakal membajk. Harapan itulah
yang menjaga orang temp optimis dengan masa depannya.
Sctehh pemilu legislatif clan pemilu presidcn yang menghnbiskan “energi”
berlalu, diskusi dan wacana tentang pémﬂihan umum masih bcrlangsung. Anggota
legslatif di DPR periode 200972014membangun wacana pemilukada Iangsung
dikembalikan mmjadi pilkada ddak langsung yakni dipﬂih oleh anggota DPRD.
Konstmksiwacana yang tcntu saja melahirkan pro dam kontm, bajk di
kalangan anggom DPR sendiri maupun di masyamkat umum‘ Kalangnn pro
bcrdalih eﬁensi dan mcnghemat biaya atau 2m rgamn dcmokmsi, Scbaliknya,
kalangaﬂ kontra berdaﬁh perkcmbangan demokrasj yang mendapat pujian dari
masyarakat internasional jangan mundur lagi kc cm masa lalu‘ Kalangan kontra
khawatir pjlkada yang dipilih anggora DPRD menjadi airing transaksi antara
anggma DPRD dengan pemerintahan.
Dalam suasana politik nasional scperti itu, Media Nusantara terbit. Majalah
ilmiah im' bagaimana pun tak bisa abai terhadap pcrkcmbangan ﬁngkungannya‘
Oleh karma iru, Media Nusantara menyaiikan ruﬁsan yang berkaimn pcmilukada
dari berbagai perspektif. Tulisanitulisan yang tcrsaji dnlamMedia Nusantzn'a ini
ddak dimaksudkan unmkmcnggiring opini publik kc arah pro Man kontra pﬂkada











Gerakan radikal yang mcnggunakan agama untuk mclcgitimasi idcology
chencian melalui tindakan intoleransi dan kekcrasan sudah lama menjadi
pcrhatian dunia. Gerakan scmacam ini tampalmya ada Lil sctiap agama,
khususnya agama—agama bcsar dunia. Dalam scjarah Islam, gerakan scmacam
ini yang kernudian dikenal dengan lsclompol; Khawarij,muncul pcttama kali
sciak kekhalifahanAli bin Abi Thalib, khalifah kccmpat yang juga mcnjadi
menantu Nabi Muhammad SAWC Kslompnk ini tidak hanya mengusung
idcologi talxﬁriyah (mcngkaﬁrkan scsama Muslim) tapi juga tidal; scgan—segan
mcnggunakan cara-cara kckcrasan atau bahkan pembunuhan tcrhadap mercka
yang dipandang scbagai lawan politilmyai
Dcwasa ini, dunin, khususnya dunia lslam iuga scdang disibukkan olch
lnuncunya ISIS (Ir/(11111?137111?qf Iraq (111%?)117'11) amu iugﬂ dilcenal lSlL (Lt/(11111?
5/1/11 11/ 1mg 11ml lie/2111110, ISIS menjadi perhatian dunia, khususnya (lunia Islam,
karena mercka scbagai getakan politik mcmiliki ideolog yang mirip dcngan
ideology yang dibawa olch kaum Khawarij dalam Islam. Kalau kaum Khmyarij
(lnlam slogannya mcnyaiakan bahwa tidak ada hukum kecuali hokum Allah.
lSlS dalam memperjuangkan apa yang dikatakanya scbagai khilafat, juga
mcnggunakan jargon syari’at, mcnggunakan bendera yang bcrrulisLan l<alimat
sy ahadat (/17 1/11/le [/[a ,4/[11/1, llll/z/1/1111111r/11 d/iRle/z/ﬂ/ﬁJ/J), tapi juga melakukan
tindakan ls'CGCjilmElH Llﬂﬂ pengkaﬁran sepcrti yang (lilakukan olch kclompok
Khawa rii i
WWmIN) Sunan GunungDim, Bandung.Ia juga mcnjadi pengajar di Universilas Islam Nusamara (UNINUS)
Ml-EH \Nusantara
‘U. 44
Mengingat fenomena ISIL sudah Cukup meresahlgan urnat Islam dan juga
pcmerintah Indonesia bahkan sudah pada tingkat membahayakankedaulatan
dan keutuhan Negara kesatuan Republik Indonesiamaka kiranya pcnting
untuk mengkaji ulang bagaimana sebenarnya llubungan antara syari’at Islam
dan Negara Islam (khilafaOSCrtabagajrnana hubungan antara syari’at Islam
dan Negata Indonesia yang bcrdasarkan Pancasila, Kaiian ini penting untuk
mengeliminir pengaruh ideology ISIS yang tCI’us»m€nCtuS di propagandakan
olch para pendukungnya di Indonesia Kajian ini iuga penting untuk
membuktikan bahwa ideologi ISIS yang diusung oleh para pendukungnya di
Indonesia leﬂli cocok dengan keislaman (Ian kc Indonesia»an yang tclah lama
(libangunoleh para tokoh dan pejuangMuslim Indonesia.
Tulisan ini akan mengungkaplcan bahwa meskipunWacana khilafat dan
syai‘i’at bukan merupakan hal yang asing bagi dunia Islam, tapi khilafat yang
ccnderung teokratik, oligarkik lebih-lebihyang disertai dcngan ideologi
totalitarian tidal; sejalan dengan khilafat yang dirintis oleh Muhammad
Rasulullah dalam kapasitasnya sebagai negarawan dan juga tidak sejalan dengan
demokrasi konstitusional yang dijadikan acuan nleh umat Islam yang sudah
menjadi bagian dari bangsa dan Negara Indonesia
Khilafat dan Syari’at
Isnlah khilafat yang berasal dari kata khalafa sebenarnyabisa dijumpai
dalam aliQur’an. Khilafat dalam aliQur’an mcngacu pada kekhilafahan secara
umum dalam pcngcrtian bahwa manusia sebagai anak cucu Adammerupakan
khalifah atau wakil Tuhan dimuka bumi. Fungsi kekhilafahan manusia seperti
ini sejalan (lengan kedudukanmanusia sebagai makhluk yang dimuliakan Tuhan.
Oleh karena itu sudah bcnar atau sudah sejalan dengan scmangat aliQur’an saat
pasal 1 UniversalDer/drama of HIM/m Rig/{Mr (UDHR) menyatatakan: al/ bar/mil
lac/771g are bomfrec am] Maul [/1 digmﬁ am! ﬂglrii, The} are HZI/Oll/l‘d 21/221} rat/Jon and
mmﬂmmam! .r/ma/n’ art fay/mm we (mower 1'71 17 .rpm't If brewer/100d. (Semua manusia
lahir scbagai orang merdeka clan setara dalam kehormatan dan halvhalmya.
Mercka dianugerahipikiran (Ian kcsadaran dan harus bertindak satu sama lain
dalam semangat pctsaudaraan). Pasal 1 UDHR yang dideklarasikan oleh PBB
(Perserikatan Bangsa Bangsa) pada tahun 1948 ini kemudian diperkuat oleh
deklarasi serupa yang dibuat oleh Negarainegara Islam yang tergabung dalam
Organisasi Konferensi Islam (OKI) di Kairo pata tahun I991,
Pasal pertaina CDHM (Cairo DeI/zzmzfz'mz of HW/laﬂ Rig/m 2'72 Elam)
menyatakan: AllMam/2 [iciﬂgvfarm (17702771sz 11217056 moi/Wm are Zia/ted /1 ' Meir
mbardimfioa [a A/Zd/J am] r/cMMtﬁ‘omAda/IL A// #1617 are equal in term;q/ [mm
fin/mm [/zgizz'g' am! ham ab/zgm'om amd I'expwm/iz'lilz'esr, xvii/mat mgr dirni/I/z'azaz‘imz on
r 291/521 of may m/or, language, belief wx, rt/zgz'oﬂ, pa/z'lfz'm/ a/ﬁ/z'aiz'mz, ym'a/ 51mm or
,Nusantara

ain juga mcsti mcndapatkan perlindungan yang sama.
Inilah bentuk pemerintahan yang dicontohkan oleh Muhammad Rasulullah
S,\\‘{', pada saar beliau mendapat kcpcrcayaan dari masyarakat R'Iadlnah untuk
mcnjadi ‘pcnguasa’. Pada saat bcliau dipercaya untuk memlmpinMadinah, maka
hal penting yang beljau usahakan adalah membuat ‘konsntusi’ atau kcsspakatan
bersama yang nandnya bisa mcnjadi payung dan acuan bersama dalam
mengatur kehldupan masyarakat Madinah yang plural.
Mcnurut Munawir Syadzali, Plagam Madinah yang terdiri atas scjumlah
pasal itu pada dasarnyamengandung prinsipiprinslp sebagai berikut. l)
Semua pemeluk Islam) meskipun berasal clan banyal; suku, tetapi merupakan
satu komunitas 2) Hubungan antara scsama anggota kornunitas Islam clan
antara anggota komuniras Islam dengan anggota komunitas komunitas lain
didasarkan atas prinsipiprinsip (a) bertetangga baik (b) saling membantu dalam
menghadapi musuh bersama (c) membclamcreka yang teraniaya (d) saling
menasihan; clan (e) menghormati kebebasan beragama. Selanjutnya Munawir
menambahkan bahwa PiagamMadinah, yang olch banyak pakar politil;
didakwakan sebagal konstltusi ncgara Islam yang pcrtama itu, tidak mcnyebut
agama negara,4
Hatun Nasution, msnyebut delapan prinslp yang tcrkandung dalam Piagam
Madinah. 1) Prinsip monotheism 2) Prinsip persatuan dan kebersamaan 3)
Prinslp kesetaraan clan keadilam 4) prinsip kebebasan beragama 5) Prinsip bela
Negara 6) Prinslp melcstarikanbudaya clan tradisiyang balk 7) Prinslp supremasi
hukum (syarlat) 8) Prinslp politik perdamaian dan perljndungan.5
Dengan melihat apa yang tclah dﬂctakkan oleh Rasulullah bersamaisama
dcngan masyarakat Madinah yang plural pada saat itu, Ahmad Ibrahim al—Syarif
dalam bukunya Day/atal—Kzzm/ﬁ/Aladimz/jmengatakanbahwa pcngertian umat
dalam pcmerintahan Rasulullah mcngalami perluasanmakna. Kata umat tidak
hanya digunakan untuk nama kelompok orang yang dijkat oleh pertalian nasab,
tctapi menunjuk pada kclompok dalam arti luasl Urnat Lidak hanya djtujukan
kepada kaum mu’minin saja tctapl mcliputi mercka yang mau bcrpcrang
bcrsamaisama kaurn mu’mjnin yakni clan seluruh penduduk Madinah Di antara
kclompokAnshar ada yang belum Islam tapi mcrcka dimasukan dalam umat,
demiklanpula orang Yahudi6
Inilah yang menjadikanRobert N. Bcllah, seorang ahli sosiologi modern
dengan otorltas yang sangat tinggl, manilai bahwaMadinah Nabi mcrupakan
model yang sangat modern untuk masyarakat pada masa itu. Masyarakat
4 Munawir Sjadzah, lslam dan Tate Negara, Jakarta UlPress,1990,hlm15716
S HarunNasuhon," am nan Sistem pemerlntahan Sebagal yang Berkembang dalam Sejarah" dalam Slums lslamlka, Nome! 17 mum vm
[Julv 1985‘, LP IAIN Syaanldavatull-ﬁh, Jakarta , h 11712
5 Ahmad Immm alrSvaHf , Daulat aerasul h aLMamnah, Mew, hlm 997100
\il l)? \Nusanfara
Madinah itu sangat modern dilihat clari Lingginya tingkat komitmcn, kctcrlibatan
dan pat
'
_ 'pasi scluruh jeniang anggota masyarakat Masyarakat Madinah
im juga modern karcna kcdudukan kcpemimpinannyayang terbuka untul;
kcmanipuan yang diuji atas dasar pcrtirnbangan universal dan dilambangkan
dalam pcrcobaan melembagakan l<cpcmimpinan tcrtinggi tidal; bcrdasarkan
kcturunan. Sayangnya, kara Ecllah, [/16 war/d (5f AIw/[Im fizz/e ormrz‘eg’)’ [mi/70f be
pz‘mnwd 1'}; the Mag fcr/ﬂ [max/m f/m‘e [Iv/7’! Ja/j’ii/ciif maid 1'7in ﬁrm/are am/ m/tzz/‘e
f/za/ ab/e Io mppor/ it. (Modal masya ‘élliﬂt atau Negara Madinah tidal;
bisa dipcrtahankan dalamwakiu yang paniang karcna tidak memadainya
infrastruktur sosial maupun kultur yang bisa mcnopangnya).
lnfrastruLLur social maupun liultur yang lidak meniadai itulah yang
mcnjadikan ﬂaw/«w HW/[ﬁz/f scbagaimanaclicontohkan olch Rasulullah
mcngalamiproscs degradasi Khilafatyang pada mnlanya scjalan dcngan
spirit ‘dcmokrasi’ kcmudian berubah meniadi khilafat yang bercoral; monarki,
ai‘isrokrasi atau oligarki. Pengclompokan umat Islam (lfllﬂﬂl POIIEIL’ secara garis
bcsar mcnjadi kclompok Sunni clan Syi’ah tidak hanya menciptakan polarisasi
bcntuk dan pattisipasi politik urnat Islam tapi juga meniadikan istilah lghilafah
seolah manjadi nama khusus bagi kclompok Sunni scdang imamah unruk
lqelnmpok Syi’almMasingnmasing kcmudian nacmbcntukdoktrin polirik clan
rcologi yang bcragam,
()lch lmrcna ILL! bctul apa yang (likatakan oleh HAR Gibb bahwa dalam
masyarakat Sunni tidak tcn’lapai Lloknin tunggal I'cntang kclihalifalmn yang
ditcrima sccara universal. Dasar pcmikiran Sunni itu scndin, demikian Gibb
melaniutkan, tidak memungkinkan ditcrimanya 5am tcori apapun yang
dcﬁnitif dan ﬁnal. [\pa yang dilctakkan olch dasar terscbut adalah scbuah
prinsip bahwa kelxhalifahan adalah bentul: pemcrintahan yang mcngamankan
pcrintah—pcrintah svari’at dan menjamin pelaksanaannya. Sepanjang prinsip
lCl’SCbut ditcrapkan bisa lcrdapat pcrbedaan yang ndak terhitung dalam cara
pcncrapannya.‘
‘\pa yang diganibarkan olch Gibb scbagai “prinsipmcngamanLan
perintah-pcrintah syai‘i’at clan meniamin pclaksanaannya"inilali yang kcmudian
mcnjaglikan isu S) an’at sclalu dihubungkan arau tcrkait dcng‘an isu Negara Islam
atau l<lailafat
Syari’at Islam dan Negara Islam
lsu Ncgmia Islam dalam pcngcrtian [if/LIII/li'il'ﬂ/fl’mcrupakan isu modern.
ltulah scbabnya, di Indonesia, sniumlah pakar bahkan scmpat nacmpertanyakan










dari mafsadat, mcskipun upaya iiu tidal; dijelaskan secara tersurat olch Rasul
maupun Oleh \Vahyu, (ma kmm ﬁYa/U'a/émm mfg/M a/wmm aqm/M [/11 (IBM/11b 1m
{1/7 27de ‘nm' alfﬂlmd1m [7/ [51/71, )mym’b/z g/imm/ ii/(I/li mag/a [ii/11' i]W/._7)’l!.)3:
HZ; menurut Abdul \V’ahab Khallaf adalali adalah
sistem dam perundangamdangan yang (lirumuskan oleh para paliat untuk
Obyek kaiian mum/j .rjm
_
mcnggambarkan suaru Ncgara, Sistem dan pctundangamdaﬂgan iru dikaji
untuk melihat apalx'ah sistcm clan aturan yang dibuat sejalan dcngan pi‘insipi
prinsip agama, apakah system dan aturan yang dibuat bisa mendatanglsan
maslahat bagi umat mauusia, apakah sistcm dan aturan itu cocok dcngan
kebumhan masyarakatnya,(t%”ﬁll/627%Mm ﬂl-ﬂl/{ZZM/ﬂ 2m n/—qammj/1 ”Mm
la/h/zt/m/m [ll-9w ’amt al-r/zzl/lm‘”1/11 k/Jt/Zl‘mmill/Milaqa/Zba/i m/m/ {ll-dill 1m fa/sziq/mz/ /j
may/m/i/ji 41/4105 7m bq/o [Iii/II). ‘5
()leh karena itu pada saat hukum Islam, khususnyapidana Islam,
diwacanakan dalam i‘uang publik arau diupayakan agar dimasukkankc dalam
hukum publik, maka ia mcsti mcncrima konsekuensiuntuk dikritisi oleh publik
pctihal kcscsuaiannya dcngan ptinsipiprinsip agama, kcscsuaiannya dengan
lecbutuhan dan kemaslahatanmasyarakat, khususnyamasyarakat Indonesia.
Di negara demokratis seperti Indonesia, klaim tcntang kcsesuaiannya dcngan
prinsip agama, kemaslahatan dan kebutuhan masyarakat ﬁdak bisa dilakukan
secara otoritcr olch satu pihak atau para clir agama sajai
Penutup
Khilafat dan syariat mcrupakan dua kosa kata yang sudali lama familiar di
telinga dam dalam wacana umat Islam sepanjang scjarahnyai Oleh lgarcna itu
pada dasamya mustahil bila umat Islam bisa sepenuhnyamcnolak idca atau
gagasan tentang khilafat atau syari’at. Bagaimana mungkin scorangMuslim
bisa menolak gagasan tentang khilafat jika sctiap Muslim menurut al-Qur’an
pada dasamya mcrupakan khalifamllah, wakil Tuhan dimuka bumi dcngan
kebcbasan clan tanggung iawab yang dipikulnya. Bagaimana mungkin umat
Islam bisa mcnolak gagasan tsntang syari’at Islam padahal syari’at Islam
bagi scorangMuslim sudah mcnjadi bagian dari kehidupannyal Akan tetapi
sebagai Muslim yang hidup dan berkewargancgaraanIndonesia, umat Islam
kiranya pCI'lLl mengembangkan budaya krius saat menghadapi gagasan khilafat
fang ditawai‘lzan olch kclompok ekstrimis radikal Konscp khilafat tcokratis,
aristokratis, oligarkis atau totalitarian , jclas tidak scjalan dcngan arah bangra
Indoncsia yang sedang mslakukan lzonsolidasi dcmuki'asi dcngan kcyakinan
bahwa Islam ,demokmsi dan modemisasi bisa bcrjalan dam tumbuh bersamai
sama di Negara Indonesia yang bcrdasarlgan Pancasila
34 lbn alrﬂavyim, aerhuruqalrl‘lukmwyahﬂ alrswasat aiSyar'wyzh, 1951, mm 15
35 Abd alrWahab Khallal, al-Swasah alrSyar'Iyyah aw awizhaam amauwnyyah allslaamwvah ﬁ Svu’un al-Duslunyah wa aHKharuwahwa
al-Mallyya(,KaIro, Dar aernsharJ977
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CATATAN UNTUK PENYUMBANG TULISAN
Rcdaksi mencrima sumbangun rulisan dari bclmgui kalangan lmlmuan untuk di
pnblikasilmu (ii muialélh Media Nusantara. Redaksi €1an mclakuliau editing scpcrlunya
scbams tcl<nis pcnuliszm.
Pcnyumlmng ruliszm mohon menipcrhmikanhalihal scbagai bcrikut :
1. PaniqngTulisan
Nasknli dilmat dengun panjang 15 ~ 20 lmlamnn, spnsi 1,5 Lian Times new
Roman ukuran 12 pt. Discrahkan pada rcdalm Llalnm buituk hurdcopy dan
softcopy.
2. Format Tuljasan
Nakah tcrdiri atas absﬂak ( scdapat—dupatnya dalnm 1521113521 Inggris ) seki~
tar 150 1mm, 1mm kunci (key word) (lan tcks umnm, Tcks utzirna tcrdiri duri
Pendahuluan, Pcmbahnsan,dan Kcsimpulan,Pada akhir tulisan dibuat Llattar
riwayat hidup ringkas sckitar 25 katu,
3. Format Referensi
Mcnuliskan scmua rcfcrcnsi dalam bentuk buku, risalah, artikcl mam sumber
laian dcngan mcnggunakan mama penulis, mhun psncrbitan (ian halnmnn.
Bila namﬂ pcnulis aria dulzim tCliS, maka yang ditulis hanya mhun clan halal
man scpctri Campbell (2006212). Biln penulisnya tidak discbutkan (lalnm mks,
melainkan hanya pcmikirannya saja maka ditulis (William, 2003:2426). Bila
penulisma ada dun omng dimlis (Robana dan Sofyan, 1999:12), scdangkanbiln
pcnulisnm lcbih dari dun orang ditulis mama penulis pertama schinggu ditulis
(Yahya ct.al,, 1934112.Untuk penulis yang tulisannya dikutip lcbih dari 3am
dicantumkan a, b, atau c di bclakangLahun penerbitan.Misalnya, (Agus 2000a;
Angus 2001b; Agus 2002c). Bila untuk satu kalimat disusun bcrdﬂsarkan bunynk
sumbcr mnka ditulis (Robana, 2001:1; Asap, 20022123;Di Magic, 1972:13;
Yani, 20061131)
4. Format daftar Pustaka
Disusun secam alfalmris. Llcngan format scpcrti bcnkut :
Bauhmun,Zygmut {199% “It there a Postmodern sociology? Theory, Culture
and Society 5 ( , 211237.
Comm, kathleen dun Conkljn, NancyK. (1998, Research on Emly chilhood
I iducation. Dolmmcn www ’l‘cr‘scdia: htrp://\vww.mvrcLOL‘g/scpd/
sirs/3/t0p3§n3.hnnl [2] [21 dcscmbcr 2206]
I10); D.(I. (ad) (986) Foucult: A Critical Reader. Oxford: Blackwell
Jardinc, A. (1985) Gynesis: Conﬁgurations of \V’omcrn and Modernity, Ithaca,
NY: Cornel University Press
5. Format Kutipan
Unrul: kuLipan lnngsungdigunzikan tanda kutip tunggzﬂ O pada awal dan akhir
kutipan, scdangkan kutip ganda C‘) digunukan untul; kutipan cli dalam kutipan.
Apabila paniang kutipan lcbih dari 41} kﬂtﬂ dibuat dalam paragraf terscnditi
dan meniorok 5 ketukan, tanpa menggunaknn tanda kutip.
6. Mcnycrtakan foto diri (lengan ukumn clan kumliatas yang bnik untuk proscs
pcmisahzln \varna / scparasi..
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